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Abstract: Management and disaster management, the important role of
institutional capacity such as BPBD Banten Province is a necessity,
however several problems and strategic issues of disaster management are
still being faced by BPBD Banten Province such as limited human resources,
not yet integrated and standardized mechanisms/systems for reporting
data and disaster information, guidelines and documents for implementing
disaster management are incomplete, limited availability of logistics to
meet the basic needs of disaster-affected communities. The aim of this
research is to analyze the institutional capacity for disaster management
in Banten Province. This research method uses a qualitative approach.
Data collection techniques in this study used observation and interviews.
Techniques and procedures for taking informants using purposive sampling
as one of the core elements of qualitative research are focused on
informants who have information to study in depth. The number of
informants in this study amounted to 7 people who came from the state
civil apparatus BPBD Office, volunteers from the Indonesian Red Cross (PMI)
Banten Province and the community. Test the validity of the data using
triangulation techniques of interview and observation data sources. The
research findings show that strategic factors of leadership, effective
communication, community-based or community-based leadership in
disaster management can be options and options for strengthening
institutional capacity.
Keywords: Institutional Capacity, Disaster Management, BPBD

Asbtrak: Dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola dan penanganan
bencana, peran penting kapasitas kelembagaan seperti BPBD Provinsi
Banten merupakan suatu keniscayaan, akan tetapi beberapa
permasalahan dan isu isu strategis penanganan bencana masih dihadapi
BPBD Provinsi Banten seperti masih terbatasnya sumber daya manusia,
belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan
data dan informasi kebencanaan, belum lengkapnya pedoman dan
dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana, masih terbatasnya
ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
terdampak bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
kapasitas kelembagaan penanganan bencana di Provinsi Banten. Metode
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara.
Teknik dan prosedur pengambilan informan menggunakan purposive
sampling sebagai salah satu elemen inti dari penelitian kualitatif yang
tertuju pada informan yang memiliki informasi untuk dipelajari secara
mendalam. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang
berasal dari aparatur sipil negara Kantor BPBD, relawan Palang Merah
Indonesia (PMI) Provinsi Banten dan komunitas masyarakat. Uji
keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber data
wawancara dan observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa
faktor-faktor strategis kepemimpinan, komunikasi efektif,
kepemimpinan berbasis komunitas atau masyarakat dalam tata kelola
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bencana dapat menjadi opsi dan pilihan penguatan kapasitas
kelembagaan.
Kata Kunci: Kapasitas Kelembagaan, Penanganan Bencana, BPBD

PENDAHULUAN
Data laporan statistik yang diterbitkan kantor PBB untuk Pengurangan

Risiko Bencana atau United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR)
menyebutkan bahwa pada periode tahun 2001-2020 telah terjadi
peningkatan sebesar 350-500 bencana global setiap tahun dan jika
menengok ke belakang selama kurun waktu tahun 1970 hingga 2000, jumlah
bencana dunia terjadi rata-rata antara 90 dan 100 bencana setiap tahun
(UNDRR, 2022). Dampak dari kejadian bencana tersebut dalam jangka
panjang telah mengakibatkan rendahnya sistem kesehatan fisik dan mental
masyarakat, persoalan ekonomi, dan sosial terutama pada kelompok rentan
seperti anak-anak dan orang tua (Annang et al., 2016; Goenjian et al., 2011;
Lorenzoni et al., 2020; Rafiey et al., 2016).

Menurut (Oktari et al., 2020) bencana dapat terjadi karena beberapa
faktor seperti 1)interaksi antara bahaya, kerentanan, dan kapasitas;
2)kerusakan berat dalam aspek manusia, material, ekonomi dan lingkungan;
dan 3)menyebabkan gangguan pada kehidupan masyarakat yang melebihi
kapasitas lokal untuk mengelola dengan menggunakan sumber daya mereka
sendiri dan oleh karena itu diperlukan dukungan eksternal. Senada dengan
konsep tersebut, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang
Penanggulangan Bencana, 2007) menyebutkan definisi bencana sebagai
suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor
alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Agenda kebijakan global saat ini memprioritaskan masyarakat yang
berkelanjutan dan tangguh, yang mencakup Kerangka Sendai untuk
Pengurangan Risiko Bencana 2015–2030 yang meliputi penguatan tata kelola
risiko bencana untuk mengelola risiko bencana; berinvestasi dalam
pengurangan risiko bencana (PRB) untuk ketahanan; meningkatkan
kesiapsiagaan bencana untuk respons yang efektif, dan untuk “membangun
kembali dengan lebih baik” dalam pemulihan; serta rehabilitasi dan
rekonstruksi (Dwiningrum, 2017; Skrimizea et al., 2021).

Dalam kerangka kebijakan ini dan di tengah ancaman global pasca
pandemi COVID-19, Majelis Umum PBB telah menetapkan 13 Oktober 2020
sebagai Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional untuk menyatakan
dan menekankan bahwa, untuk membangun ketahanan bencana, terfokus
pada tata kelola (Skrimizea et al., 2021). Akan tetapi peristiwa yang terkait
dengan bencana sering dibingkai sebagai perubahan eksogen yang menuntut
'pengurangan risiko bencana' atau 'manajemen bencana' untuk membangun
ketahanan melalui pengurangan ketidakpastian dan pendekatan rekayasa –
yang meremehkan peran tata kelola (Heazle et al., 2013). Oleh sebab itu
menurut (Dwiningrum, 2017) penanggulangan bencana seharusnya
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mempertimbangkan setiap kondisi dalam konstruksi alam dan sosial secara
holistik karena risiko bencana tidak dapat dipisahkan secara signifikan dari
berbagai persoalan termasuk dalam hal ini minimnya kapasitas.

Salah satu kapasitas yang sangat penting dikembangkan dalam
penanganan penanggulangan bencana yaitu kapasitas kelembagaan sebagai
upaya untuk meningkatkan tata kelola resiko bencana. Menurut catatan
(UNDRR, 2022) tata kelola risiko bencana menjadi salah satu fokus prioritas
ketika bukti-bukti menunjukkan bahwa negara-negara – bahkan yang disebut
negara maju – gagal mengindahkan beragam peringatan dan rencana untuk
risiko, yang seharusnya dapat dikurangi atau dihindari jika tata kelola risiko
bencana berjalan dengan baik. Di sisi lain (Dewa et al., 2021; Nirupama, 2013)
mengatakan dampak bencana dapat dikurangi secara signifikan apabila
negara dan masyarakat dapat mengidentifikasi, memproses, menganalisis
ancaman, memahami kerentanan masyarakat, menilai ketahanan dan
kapasitas penanggulangan masyarakat, sekaligus mengembangkan strategi
proaktif untuk pengurangan risiko di masa depan sebagai sebuah proses yang
disebut manajemen risiko bencana.

Meskipun memiliki peran penting, kapasitas kelembagaan seperti
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten masih
mengalami berbagai tantangan dan permasalahan ditengah semakin
meningkatnya kejadian bencana selama kurun waktu tahun 2019-2022.
Beberapa permasalahan dan isu isu strategis yang dihadapi BPBD Provinsi
Banten dalam upaya pelaksanaan penanganan bencana di Provinsi Banten
diantaranya masih terbatasnya sumber daya manusia yang memahami dan
mengerti tentang penanganan bencana, belum terintegrasi dan
terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi
kebencanaan, belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan
penanggulangan bencana, masih terbatasnya ketersediaan logistic guna
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana serta masih
terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanganan bencana.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan
dan penanganan bencana sudah dilakukan, diantaranya (S. S. Shah & Rana,
2023) yang menunjukkan dalam hasil penelitiannya bahwa tantangan
kelembagaan utama adalah kegagalan untuk mendesentralisasikan tanggung
jawab dan wewenang sehingga diperlukan untuk membentuk lembaga baru
yang membantu dan membangun kapasitas untuk mengelola risiko bencana.
Sedangkan (Maan & Jameel, 2021) menyebutkan pentingnya peran
kelembagaan dalam menentukan ketahanan masyarakat rentan terhadap
bencana dan mengimplementasikan strategi terkait dengan pengurangan
risiko bencana. Selanjutnya (Paltemaa, 2017) dalam penelitiannya terkait
bencana alam menegaskan pentingnya aspek manajemen kepemimpinan
sebagai bagian kapasitas kelembagaan.

Hasil Penelitian (Babu et al., 2019) menyebutkan pentingnya kapasitas
kelembagaan dalam penanggulangan bencana alam dan pengurangan risiko
yang dapat dibangun melalui berbagai mekanisme guna menghasilkan
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peningkatan kapasitas manajemen bencana, pengurangan risiko pada sistem,
kelembagaan, dan individu. Senada dengan penelitian tersebut (Medel et al.,
2020) menjelaskan pentingnya peran yang dimainkan oleh kapasitas lembaga
(antar) pemerintah dalam penanggulangan bencana dan dukungan diluar
kelembagaan dalam menuju tingkat keberhasilan penanganan bencana
(Andrew et al., 2020). Kapasitas dan tata kelola kelembagaan seringkali
menghadapi tantangan seperti pengaturan tata kelola yang terfragmentasi,
asimetri dalam akses informasi, dan pengambilan keputusan dari atas ke
bawah meskipun terdapat peluang yang sama seperti efektifnya
kepemimpinan, partisipasi dalam jaringan transnasional, dan potensi untuk
mengintegrasikan tujuan perubahan iklim ke dalam agenda kebijakan
(Romero-Lankao et al., 2013). Beberapa penelitian tersebut memiliki
kesamaan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan, akan tetapi
penelitian tentang kapasitas kelembagaan dalam penanganan bencana di
Provinsi Banten belum pernah dilakukan

Berdasasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis bagaimana kapasitas kelembagaan dalam penanganan bencana
di Provinsi Banten.

KERANGKA TEORI
Kapasitas Kelembagaan

Dimensi kapasitas kelembagaan dikemukakan (Grindle, 1997) yang
terdiri dari tiga dimensi yaitu: Pertama, dimensi pengembangan SDM, dengan
fokus pada aspek personil yang professional dan kemampuan teknis meliputi
training, praktek langsung, kondisi iklim kerja, dan rekruitmen; Ke dua,
dimensi penguatan organisasi, dengan fokus pada aspek tata kelola
manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi meliputi
sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya kerja,
komunikasi, struktur organisasi; dan Ketiga, dimensi reformasi kelembagaan
dengan fokus pada aspek kelembagaan dan sistem serta makro struktur
meliputi aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi,
dan reformasi konstitusi.

Menurut (Milen, 2001) kapasitas kelembagaan merupakan
pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya,
dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan
kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi
mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu
ke waktu. Selanjutnya (Whittle, 2011) menjelaskan dimensi kapasitas melalui
berbagai tahapan sebagai berikut: 1)kapasitas untuk mencapai hasil tertentu;
2)kapasitas dalam hal fungsi dan proses internal tertentu - apa yang
dilakukan orang dan sistem serta struktur yang digunakan dalam organisasi
(misalnya tata kelola, penggalangan dana); 3)kapasitas 'tersembunyi' seperti
budaya, hubungan, keyakinan; 4)kapasitas lintas organisasi/lintas fungsi
seperti kepemimpinan; 5)kapasitas untuk memastikan keberlanjutan masa
depan organisasi.
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Konteks pengembangan kapasitas BPBD perlu dilakukan untuk
mendorong dan mengetahui berbagai kelemahan yang dimiliki dengan tujuan
untuk membangun kembali strategi, struktur, dan proses yang selama ini
telah dijalankan sekaligus juga membantu anggota kelembagaan BPBD untuk
lebih dapat menyelami perubahan dan mengelola asumsi-asumsi serta nilai-
nilai yang mendasari kinerja kelembagaan. Hal tersebut sejalan dengan
pandangan (Babu et al., 2019) yang mengatakan kapasitas kelembagaan
dalam konteks bencana alam meliputi kepemimpinan yang efektif,
manajemen sumber daya manusia, alokasi sumber daya, struktur insentif,
dan lingkungan kerja yang kolaboratif. Senada dengan pandangan tersebut,
(Boedhi, 2000) mengatakan bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan
memegang peranan penting dalam membantu organisasi untuk mengubah
dirinya sendiri melalui strategi yang sangat terencana dan dengan prediksi
masalah yang kemungkinan dapat diatasi melalui solusi-solusi yang
diberikan

Penanganan Bencana
Dalam literatur bencana, kesiapsiagaan dan pencegahan digunakan

secara bergantian (Khan & Ali, 2015), bahwa bencana selain sebagai produk
sosial juga merupakan suatu gangguan yang parah, relatif tiba-tiba dan tidak
diharapkan dari susunan struktur normal dalam suatu sistem sosial. Menurut
(Aldrich, 2012) bencana mengacu pada suatu peristiwa yang menghentikan
aktivitas normal dan mengancam atau menyebabkan kerusakan parah di
seluruh komunitas. Penanganan Bencana mengarah pada tindakan
prabencana, saat bencana, dan pascabencana guna menyelamatkan nyawa
manusia (UNISDR, 2009).

Bencana merupakan suatu kejadian yang mengganggu kondisi normal
keberadaan dan menyebabkan tingkat penderitaan yang melebihi kapasitas
penyesuaian masyarakat yang terkena dampak (WHO/EHA, 2002).
Sedangkan (UNDRR, 2022) mendefinisikan bencana sebagai gangguan serius
terhadap fungsi suatu komunitas atau masyarakat dalam skala apapun
karena peristiwa berbahaya yang berinteraksi dengan kondisi keterpaparan,
kerentanan dan kapasitas, yang menyebabkan kerugian dan dampak manusia,
material, ekonomi dan lingkungan.

Bencana adalah kejadian tak terduga yang terjadi, terkadang tanpa
peringatan dan menuntut mereka yang terlibat untuk mengubah aktivitas
normal sehari-hari menjadi tanggapan langsung dan terfokus terhadap
kejadian tersebut (Grossman, 2020). Menurut Kantor PBB untuk strategi
pengurangan bencana atau United Nations International Strategy for Disaster
Reduction atau (UNISDR, 2009) mendefinisikan bencana sebagai gangguan
parah terhadap pekerjaan suatu wilayah atau masyarakat pada tingkat
manapun karena peristiwa berbahaya yang berinteraksi dengan kondisi
keterpaparan, kerentanan, dan kemampuan yang menyebabkan hal-hal
berikut: kerugian dan dampak pada wilayah manusia, material, ekonomi dan
lingkungan.



Jurnal Administrative Reform, Vol.11, No1, 2023 P.ISSN: 2337-7542
E.ISSN: 2615-6709

6

Kesiapsiagaan mengacu pada kegiatan dan langkah-langkah yang
diambil sebelumnya untuk memastikan respons yang efektif terhadap
dampak bahaya (WHO/EHA, 2002). Sedangkan penanganan bencana adalah
proses multidimensi dan multitahap. Ini secara luas mencakup kesiapsiagaan,
penyelamatan, rehabilitasi bantuan dan mitigasi (Sharma, 2021). Dalam
perspektif berbeda, (Oktari et al., 2020) menjelaskan bahwa penanggulangan
bencana adalah perencanaan strategis dan prosedur yang dikelola dan
digunakan untuk melindungi infrastruktur vital (yaitu, aset kritis) dari
kerusakan parah ketika bencana buatan manusia dan bencana alam terjadi.

METODE
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan

pemilihan pendekatan tersebut dikarenakan penelitian ini melihat dan
memahami fenomena sosial yang kompleks melalui pertanyaan penelitian
(Yin, 2014). Teknik dan prosedur pengambilan informan menggunakan
purposive sampling sebagai salah satu elemen inti dari penelitian kualitatif
yang tertuju pada informan yang memiliki informasi untuk dipelajari secara
mendalam (Patton, 2002). Pemilihan lokasi di pada kantor BPBD Provinsi
anten berdasarkan typical case (Yin, 2014) sebagai Lembaga yang menangani
penanggulangan bencana. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 7
orang yang berasal dari aparatur sipil negara Kantor BPBD, relawan Palang
Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten dan komunitas masyarakat. Uji
keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber data wawancara
dan observasi (Creswell & Creswell, 2018).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
observasi dan wawancara sebagai sumber realitas sosial dan instrument
dalam menggali pengalaman, aktivitas, dan fenomena yang dialami oleh
masing-masing informan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif
sistematis sebagaimana dikemukakan (Miles et al., 2014) yang meliputi
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sebagaimana telah
dijelaskan bahwa penelitian ini mengidentifikasi dan mengadaptasi kapasitas
kelembagaan sebagaimana dikemukakan oleh (Babu et al., 2019) yang
mencakup unsur-unsur seperti kepemimpinan yang efektif, manajemen
sumber daya manusia, alokasi sumber daya, struktur insentif, dan lingkungan
kerja yang kolaboratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepemimpinan yang Efektif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Provinsi Banten sebagai
leading sector penanganan bencana di Banten telah membuat langkah-
langkah signifikan menuju penguatan kapasitas kepemimpinan yang efektif.
Indikator-indikator tersebut meliputi pola kepemimpinan yang responsive,
dan aktif dalam melakukan pengaturan kelembagaan. Jika dikonfirmasi
menurut penelitian yang dilakukan oleh (Paltemaa, 2017) maka
penggabungan kepemimpinan yang kuat dengan partisipasi aktif menjadi
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modal penting dalam pencegahan dan tata kelola bencana dengan
mengantisipasi berbagai kekuatan dan kelemahan kelembagaan. Akan tetapi
berbeda dengan pernyataan tersebut, hasil penelitian (Owusu-Sekyere et al.,
2017) mengemukakan masih lemahnya pengaturan kelembagaan terhadap
pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi risiko bencana, meskipun
pengaturan kelembagaan dipandang sebagai tema lintas sektoral dalam
manajemen bencana.

Indikator Kepemimpinan efektif melalui responsive dan partisipasi
aktif telah diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi, Komunikasi Informasi
dan Edukngi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Sosialisasi Bencana Tsunami)
oleh BPBD Provinsi Banten di Kabupaten Serang. Hal ini menunjukkan bahwa
aspek kepemimpinan baik selama krisis atau dalam kondisi jenis apa pun
sangat dibutuhkan dan menjadi pertimbangan yang cermat untuk setiap
keputusan termasuk dalam hal mengadakan sosialisasi bencana kepada
masyarakat (Grossman, 2020). Ditegaskan oleh (Slepski et al., 2018) bahwa
pemimpin merupakan individu yang menggunakan keterampilan lanjutan
seperti komunikasi, organisasi, pemecahan masalah, analitis, dan
kemampuan interpersonal untuk mempengaruhi tindakan orang lain
sehingga dalam peristiwa bencana, penting bagi para pemimpin untuk
mengatur suasana tim yang terlibat untuk mencapai tingkat kinerja yang
optimal.

Meskipun demikian terdapat beberapa hambatan atau kesulitan
dalam menerapkan kepemimpinan efektif yang terletak pada upaya untuk
mengelola dan meminimalkan dampak yang berpotensi dan dipengaruhi oleh
faktor sosiokultural (Crosweller, 2022). Oleh sebab itu salah satu jenis
kepemimpinan efektif yang dapat menjadi opsi dalam penanganan bencana
termasuk dalam mengatasi hambatan sosio kultural yaitu dengan
menerapkan kepemimpinan berbasis komunitas sebagaimana dikemukakan
oleh (Abenir et al., 2022). Bahwa kepemimpinan dalam masyarakat lokal,
atau kepemimpinan berbasis masyarakat, memainkan peran penting dan
merupakan komponen yang sangat diperlukan dalam praktek tata kelola
bencana yang efektif untuk mencapai ketahanan bencana. Kepemimpinan
berbasis masyarakat, atau disebut juga sebagai kepemimpinan komunitas,
adalah jenis kepemimpinan yang bersifat komunal, kolektif, dan distributif
serta berfokus pada komunitas lokal dan organisasinya menghasilkan
gagasan bersama, belajar bersama, tumbuh dan berkembang bersama, serta
mengkonstruksi makna. dari keberadaan bersama mereka (Bolden & Kirk,
2008; Rakhman et al., 2021).

Dengan demikian dapat dideskripsikan bahwa kepemimpinan efektif
merupakan salah satu komponen keberhasilan pengembangan kapasitas
kelembagaan BPBD Provinsi Banten dalam penanganan bencana. Beberapa
indikator seperti responsif dan aktif yang telah ditunjukkan oleh BPBD
Provinsi Banten menjadi modal penting dalam meningkatkan kinerja tim
yang optimal dan mengatasi beberapa hambatan-hambatan sosiokultural.
Temuan penelitian menunjukkan pentingnya mendorong kepemimpinan
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berbasis komunitas atau masyarakat dalam tata kelola bencana yang efektif
dan penguatan kapasitas kelembagaan.
Manajemen Sumber DayaManusia

Berdasarkan hasil penelitian, BPBD Provinsi Banten masih
dihadapkan pada permasalahan terbatasnya pemahaman sumber daya
manusia tentang penanganan bencana termasuk dalam hal ini pedoman dan
dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil penelitian ini
selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (S. S. Shah & Rana, 2023) yang
menyebutkan bahwa salah satu tantangan kelembagaan adalah tidak
tersedianya sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki kompetensi
berkualitas. Selain itu disebutkan bahwa kurangnya partisipasi publik, akses
terbatas ke lokasi yang rentan, kendala anggaran, peraturan penggunaan
lahan dan bangunan yang lemah, dan kurangnya perencanaan induk berbasis
risiko merupakan beberapa permasalahan yang seringkali dihadapi oleh
lembaga penanganan bencana. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa
bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapsiagaan
bencana (Efendy et al., 2022).

Menurut (Sun et al., 2021) ketersediaan sumber daya telah diakui oleh
sejumlah pihak peneliti sebagai kekuatan pendorong yang diperlukan untuk
keberhasilan rekonstruksi pascabencana. Hal ini dikarenakan keberhasilan
suatu organisasi sebagian besar tergantung pada keterampilan dan keahlian
sumber daya manusia dan pelatihan profesional berkelanjutan mereka. Oleh
karena itu, tingkat pelatihan, keterampilan, keahlian dan pengalaman sumber
daya manusia sangat penting dalam setiap keputusan organisasi (Vardarlıer,
2016). Hal ini membutuhkan peran strategis kepemimpinan dalam
memastikan dan memikul tanggung jawab sumber daya manusia yang
memiliki kapasitas melalui kemampuan perencaanaan dan dan komunikasi
bencana dan pelatihan keselamatan bencana (Chakraborty & Saha, 2017).

Menurut (Celikler & Kern, 2022) dalam konteks sumber daya manusia,
penting untuk merancang struktur dan proses komunikasi yang efektif dan
faktor-faktor sosial, organisasi, dan teknologi yang mempengaruhi tim dalam
penanganan bencana yang disusun menurut prinsip organisasi. Hal ini
sejalan dengan pandangan (Djalante et al., 2011) yang menegaskan salah satu
komponen kunci dari tata kelola bencana yang efektif memerlukan
pengalihan kekuasaan, wewenang, dan pembangunan kapasitas masyarakat
lokal sehingga mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam pembuatan
kebijakan, keputusan, dan tindakan yang relevan yang mencerminkan
konteks sosio-ekologis.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka keterbatasan
sumber daya manusia dalam penanganan bencana dapat dilakukan melalui
solusi pelatihan bencana, peran strategis kepemimpinan, komunikasi efektif,
faktor-faktor sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga dapat
berpartisipasi dalam penanganan bencana di Provinsi Banten. Bahwa salah
satu cara utama untuk meningkatkan ketangguhan bencana adalah dengan
menilai tingkat pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat, yang akan
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membantu meningkatkan kapasitas masyarakat lokal pada fase prabencana,
saat bencana, dan pascabencana (Zhang et al., 2013).
Alokasi sumber daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi legislasi, Pemerintah
Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
Tentang Penanggulangan Bencana. Produk hukum di bawahnya antara lain
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Kepala Badan,
serta peraturan daerah. Dalam hal ini Provinsi Banten sudah mengesahkan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang : Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Banten; Peraturan Gubernur Banten Nomor 30
Tahun 2010 tentang : Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kelola Unsur Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten; Peraturan
Gubernur Banten Nomor 71 Tahun 2014 tentang : Pembentukan Pusat
Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan
Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2022 tentang : Kajian Resiko Bencana
Provinsi Banten Tahun 2022-2026.

Selain itu dalam konteks pengembangan kapasitas kelembagaan,
BPBD Provinsi Banten melalui Bidang Rekontruksi dan Rehabilitasi telah
melaksanakan Rapat Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
kebencanaan di Ruangan Rapat BPBD Provinsi Banten. Hal ini menunjukkan
komitmen dan kolaborasi yang cukup tinggi sebagai modal penting
penguatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan bencana (Medel et al.,
2020). Akan tetapi masih terdapat permasalahan yaitu belum terintegrasi
dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi
kebencanaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
(Maan & Jameel, 2021) yang menyebutkan masih adanya kesenjangan antara
kapasitas dan keahlian para pemangku kepentingan sehingga menyebabkan
minimnya informasi kebencanaan sehingga diperlukan indicator kinerja yang
relevan dan dapat dipertanggungjawabkan

Menurut (Mao, 2021) dalam konteks alokasi sumber daya, penting
untuk mendorong dan menyusun kerangka manajemen krisis atau bencana
yang digerakkan oleh kapasitas negara melalui empat jenis kapasitas yaitu
kapasitas informasi, kapasitas pengambilan keputusan dan implementasi,
kapasitas koersif, dan kapasitas mobilisasi dan kerjasama. Hal ini bertujuan
agar seluruh pemangku kepentingan memiliki kesamaan pengetahuan
tentang manajemen bencana (Oktari et al., 2020). Solusi permasalahan belum
terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan
informasi kebencanaan dapat dilakukan melalui penguatan konsep
pengurangan risiko bencana (PRB) untuk memberikan dorongan yang kuat
dalam mengurangi risiko bencana dan penguatan kapasitas berbagai
komunitas untuk menggunakan infrastruktur digital (Chen et al., 2021).

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, permasalahan alokasi
sumber daya yang kurang efektif dapat dilakukan melalui penyusunan
kerangka manajemen bencana dengan memberikan penguatan terhadap
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kapasitas informasi, kapasitas pengambilan keputusan dan implementasi,
kapasitas koersif, dan kapasitas mobilisasi dan kerjasama.

Struktur insentif
Hasil penelitian ini menemukan bahwa struktur insentif pada aspek

sumber daya manusia pada kantor BPBD Provinsi Banten sudah cukup efektif.
Akan tetapi aspek struktur insentif pada pengadaan logistik masih belum
sesuai dengan harapan sehingga menyebabkan beberapa hambatan dan
permasalahan dalam penanganan bencana. Hasil penelitian yang telah
diuraikan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rumalatu &
Waelauruw, 2021) dan (Rongalaha, 2015) yang mengatakan pentingnya
sistem insentif untuk meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi. Jika
dikonfirmasi menurut (S. S. Shah & Rana, 2023) dalam hasil penelitiannya
menyebutkan terdapat sejumlah tantangan pengembangan kapasitas
kelembagaan termasuk hambatan minimnya anggaran.

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, (Indudewi, 2009)
mengemukakan bahwa insentif sejatinya memiliki pengaruh positif yang
signifikan terhadap kinerja, hal ini menunjukkan bahwa insentif menjadi
motivator ekstrinsik bagi individu maupun unit kerjanya untuk berkinerja
lebih baik. Verbeeten dan Heinrich (2008) menyebutkan penetapan sistem
insentif seharusnya dilakukan melalui penetapan sasaran yang jelas dan
terukur, pengukuran kinerja, sehingga insentif merupakan elemen penting
manajemen kinerja yang diharapkan dapat mendorong organisasi untuk
berkinerja lebih baik.

Akan tetapi berbeda dengan pandangan tersebut, (Propper & Wilson,
2003) mengatakan meskipun pemberian insentif dapat mendorong individu
untuk berkinerja lebih baik, akan tetapi dalam konteks organisasi
pemerintahan, fungsi insentif seharusnya tidak berperan besar mengingat
tugas utama pemerintah adalah melayani kebutuhan masyarakat. Hal
tersebut tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa sistem insentif dalam
konteks pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri dan cukup kompleks
(Verbeeten, 2008), dalam hal ini organisasi diharapkan memiliki kemampuan
inovasi kebijakan untuk memberikan penguatan pada sektor-sektor
kebijakan publik dengan spektrumnya yang lebih luas (Sururi, 2016) seperti
melakukan funding anggaran dari berbagai pihak non pemerintah atau pihak
swasta melalui bentuk kerjasama.

Sebagaimana telah diuraikan, BPBD Provinsi Banten masih menemui
hambatan terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan
bencana. Hal ini menjadi tantangan bagi BPBD Provinsi Banten untuk
menerapkan inovasi kebijakan dengan menggali anggaran atau dana dari
pihak swasta dalam penanganan bencana di Provinsi Banten. Bahwa
kolaborasi dengan sektor swasta dapat dilibatkan secara operasional tidak
hanya dalam kegiatan pascabencana, tetapi juga dalam tahap mitigasi dan
persiapan (Medel et al., 2020).
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Dengan demikian, solusi pengembangan struktur insentif melalui
funding anggaran dengan pihak swasta dapat menjadi preferensi BPBD
Provinsi Banten dalam meningkatkan pengadaan sarana dan peralatan
penanganan bencana.

Lingkungan kerja yang kolaboratif.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa BPBD Provinsi

Banten sebagai leading sector penanganan bencana di Provinsi Banten telah
melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder di eksternal organisasi
melalui implementasi Kerjasama diantaranya dengan Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Banten dan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan
Ageng Tistayasa menandatangani perjanjian kerjasama dalam
Penanggulangan Bencana di Ruang Auditorium BPBD Provinsi Banten yang
telah dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 10 Maret 2023

Menurut (Andrew et al., 2020) selain mendukung kerja sama dan
kolaborasi dalam lingkungan hunian, organisasi lingkungan dapat
memainkan peran penting dalam kolaborasi lintas lingkungan dan dengan
organisasi nirlaba serta pemerintah yang menanggapi bencana. Pertama,
upaya bantuan segera setelah bencana biasanya didistribusikan di tingkat
lingkungan. Organisasi tingkat lingkungan berada dalam posisi untuk
bertindak sebagai fasilitator bagi organisasi bantuan publik dan amal yang
mencoba mengarahkan bantuan ke tempat yang membutuhkan

Menurut (Ireni-Saban, 2013) melalui pemanfaatan dan peningkatan
kapasitas masyarakat di antara kelompok-kelompok yang terkena dampak
bencana yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan sosial di berbagai
lingkungan regional, disarankan untuk mengembangkan hubungan empati
dan memfasilitasi tindakan kolaboratif yang bertujuan untuk membina
komunitas peserta yang berpengetahuan luas, kompeten, dan aktif. dalam
konteks lingkungan kerja yang kolaboratif, maka kolaborasi dengan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) setelah bencana penting dalam membantu
mereka memberikan layanan, berbagi informasi, dan mengoptimalkan
penggunaan sumber daya (Sapat et al., 2019).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan

Kesimpulan menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dalam
penanganan bencana di Provinsi Banten masih belum sepenuhnya efektif.
Berbagai indicator seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya
sarana dan peralatan dan mobilitas penanggulangan bencan dikarenakan
struktur insentif yang belum optimal dan alokasi sumber daya yang kurang
efektif masih menjadi hambatan dan permaslahan penanganan bencana.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor strategis
kepemimpinan, komunikasi efektif, kepemimpinan berbasis komunitas atau
masyarakat dalam tata kelola bencana dapat menjadi opsi dan pilihan
penguatan kapasitas kelembagaan.
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Rekomendasi
Rekomendasi penelitian ini adalah memberikan penguatan terhadap

kepemimpinan efektif berbasis komunitas, inovasi kebijakan skema insentif
bagi pemenuhan logistik dalam penanganan bencana dan kolaborasi intensif
dengan berbagai stakeholder di luar lingkungan BPBD Provinsi Banten
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